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SAIINAN
KXPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL/

ICPAI.A BADAN PERENCANAAN PEI,IBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.6 7/M.PPN /HK/ 11,/ 2016

TENTANG
Pf,MBENTTJKAN TIM PERSIAPAN PERMOHONAN PDRSETUJUAN HIBA}I BAXANG MILIK NEGAXA

BERI]PA TANAH DAN,/ATAU BANGI-INAN YANG BERADA PADA PENGGUNA BA&L\G
KE,MENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL

MENTER] PERENCANAAN PI.MBANGUNAN NASIONAI,,/
KEPALA BADAN PERE.NCANAAN PEIVIBANGI]NAN NASIONAL,

Meuirnbang a bahwa dalam.angka melaksanakar Hibah Barang Milik t\-egara
berupa tanah d,an/ atan bang];.narl yang berada pada Pen:guna
Baran8, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badar
Perencanaan PembanSunan Nasional selaku Pengguna Barang pet,lu
melakukan Persiapan Pefillohonan Persetujuan Hibah kepada
Pengelola BaranS;

bahwa dalam rangiz melakukan Persiapan Permohonan Persetujuan
Hibah kepada Pengelola Barang, berdasarkall PaMl 93 Peratur4rl
Menteri Keuangan Nomor. 111IPMK.O6/2016 tentaing Tatu Cata
Pelaksanaan PemindahtanSanan Barang Milik Negara, Menteri
Perencana4n PembanSunan Nasional/Kepala Badan Peterrca:naa:n

PembanSunan Nasional selaku Pengguna Barang d.apat nlembentuk
iim internal;

bahwa ber.iaMrknn pertimbaflgan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Permohonan
Persetujuan Hibah Baj:ar.g Milik Negara Bernpa Tana]n d^n/ ata]o

Bangufiafi yaLZ Berada pada Pengguna Barang Kementerian
Perencanaan Pembaflg[rnan ,\asional/Bada11 Perencanaan
PeftbanSunan Nasionali

b

a

d. bahwa ...



MeIl8in8at

d. bahwa pejabat dar. pegawai yang namanya lercantunl dalam
Lampiran Kepuhrsan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tu8as seba8ai anSSola

Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Baran8 Milik NeSara

Berupa Tanah dan/atau Bangur.a\ yang Berada pada PenEEuna

BaranS Kemente an Perencanaan PembanSunan 
^*asional/Badan

Per€ncanaan PembanSunan Nasional;

1. trndan8-UndanS N-omor 17 Tahun 2003 tentang KeuanSan Negara
(tcmbaran NeSara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tanbahaa len.bat^n Negara Repubtik lrdonesia Nomor 4286) ;

2. Undan8-UndanS Nomor I Tahun 2OO4 tentanr Perbe daha,Iaan
Negara (l,embaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan lembaran NeSara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. t,hdang-UndahS Noftor 14 Tahufl 2015 tentang An8Saran
Pendapatan dan Belanja NeSara Tahun AnBg run 2016 (Lembaran

NeSara Republik lndonesia Tahufl 2015 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

4. Petat:.fian Peme ntah Nomor 45 Tahun 2013 tentanS Tata Cara
Pelaksanaan AnSgaran dan Belanja Negara;

5. Peraturan Pefterifltah Noftor 27 tahwt 2Ol4 tentang Pengelolaan
BaranS Milik Negara/ Daerah;

6. Peraturan P1€siden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrSanisasi
Kemente an Negara;

7. Pe.aturan Pr€siden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pcrencanaan PembaflSunan Nasional;

8. Peraturan Pr€siden Nomor 66 Tahun 2OI5 tentanS Badan

Pere[canaan PembanSunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Perahuan Prcsiden Nomor 20 Tahun 20I6;

9. Peraturan Menteri Perencanaan PembanSu[an Nasional/Xepala
Badan Perencanaan PembanSunan Nasional Nomor 4 "lahlun 2016
tcntanS Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Per€ncanaan
PembaflSunan Nasiohal/Badan Pererlcanaan Pembangunan
Nasional;

10. Peraturan Mente Percncanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Radan Petetcanaar. Pembangunafl Nasional Nomor 5 Tahufl 2016
tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemant,van, dai
Evaluasi Kegiatan dafl Ang8aran;

11. Pcraturan Menteri KeuahSan Nomor 111lPMK.o6/2o16 tertattg
Tala C^ra Pelakfp,naan Pemindahtanganan BaranS Milik NeSara;

MtiMlr'ttrsI(AN: .
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Menctapkar

P[RTA,\,lA

KEDUA

XETIGA

K[[}4PAT

KXLL\LA

MIMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MEN'IIRI PERENCANAAN PEiVIBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
TENTANG PEMBENTUIUN TIM PERSIAPAN PIRMOHONAN
PERSENIUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BIRIJPA TANA}I
DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PAT'A PENCGUNA BARANG

KEMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL,/BADAN
PIRI.NCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL.

Membentuk Tim Persiapan Permohonan Pcrsctujuafl Hibah Barang Milik
Negara Berupa T^nah da atau BanSunan yang Berada pada Per.Zguna
BatanS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Pelencanaan PembanSunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim
Persiapar Permohonar Pers€tujuan Hibah BM l, deflgah susunan
kear8sotaan seba8aimana lercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tim Persiapan Penflohonah Pers€tujuan Hibah BMN terdiri atas Pengarah,
Penanglung Jawab. dan Trm Pclaksana.

Pengarah bertuSas memberik4n arahan kebijakan, nlengawasi,
membimbinS, dan memanlau kcmajuan dan memberi saran pemecahan

atas pemusalahan pelaksanaan keSiatan.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan, melakukan koordinasi,
dan melaksanakan penSendalian lethaAap kegialan-kegiatan yang
dilakukan oleh Tim Pclaksana, s!r1a menyusun dan menyampaikan Berita
Acara Penelitian kepada Pensarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan penelitian data adminishatif atas tsaran8 Milik NeSara
(BMM yanS akan dihibahkan, meliputi data l^nah, dat^ bang,unan,
dan data calon Wnetima hibah;

b. melakukan penelitian lisik atas BMN yan8 akan dihibahkan untuk
mencocokah kesesuaian fislk tarah dan/ atau bangunan dengan data
admilistratif;

c. melal.rrkan koordinasi dengan pihak-pihak yanS terlibat dalafll
proses Hibah BMN berupa lanah dan/aLau bangunan yang berada
pada PenSSuna BaranS Kementerian PPN/Bapp€nas;

d. menyusun dan mcnyampaikan Bcrita Acara Penelitian Persiapan
Permohonan Persetujuan llibah BMN kepada PenSarah melalui
PenanSgunS Jawab KeSiatan;

Segala biaya yang dipcrlukan dalam rangka pelakanaan tugas Tim
Persiapan Perftohonafl Persetujuah Hibah BMN dibebanken pada
An&garar, Pefidal.alan dan Belanja NeSara Kenlehterian PPN/Bappenas.

Kf,f,N M

KETUIUH : ..



KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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trd.

Ditctapkan di Jakarta
pada tanSgal 23 Novenlber 2016

MXNTERI PERENCANAAN Pf,MBANGT]NAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONECORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hulum,

2?-
RR. Rita Erawati



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTTru PPI{,/
Kf,PAT-A BAPPENAS

NOMOR KEP.67,/M.PPN / HYJ 11 / 20 16
TANGGAI 23 NO}EMBER 2016

B.

C.

PENGARAH

PINANGGUNG JAWAB

TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretads

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kemehteriah PPN,/Sekrefaris Utafta
Bappenas.

Kepala Biro Umum.

Kepala BaSian Perlengkapar dar "fal^ Usaha.

1. Kepala Sub Bagian Persuratan, Pen&Zarrdaan,

dan Ekspedisi;

2. Siswandi, SE, QIAi

3. Sri Suharto, SE, QIA;

4. Hendra wahaflu Prabandani, sH, LLM;

5. Majeda Tri Utami, SH;

6. Nurpi, SE;

7. Cecep Yusman, SE;

8. Muhammad Adf Rachmansyah.

MENIERI PERENCANAAN PEMBANGI,INAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ftd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai deflgal1 aslinya
Kepala Biro Hukum,

Z.-1
RR. futa Erawati

SUSUNAN KXANGGOTAAN

TIM P[R,SIAPA-I\ PDRTV1OHONAN PER,SI]TJUAN HIBAH BARANG MILIK NLGARA

BXRUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BE&ADA PADA PENGGT]NA BARANG

KEMXNTTRIAN PERENCANAAN PETMBANGUNAN NASIONAL/
BAT)AN PI]RENCANAAN PEMtsANGT]NAN NASIONAI,


